IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh:

Tania Putri

1510841007

Dibimbing oleh:
1. Rozidateno P. Hanida, S.IP, M.PA

2. Drs. Yoserizal, M.Si

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019



ABSTRAK
Tania Putri, No. BP. 1510841007, Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah, Jurusan Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2018.
Dibimbing Oleh : Rozidateno Putri Hanida, S.IP, MPA dan Drs Yoserizal, M.Si.
Skripsi ini terdiri dari 195 Halaman dengan 20 buku teori, 3 buku metode, 1
skripsi, dan 7 dokumen.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari
Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air
Tanah pada tahun 2018, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi.
Dengan adanya aturan tersebut diharapkan penerimaan Pajak Air Tanah dapat
dimaksimalkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana
Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Air Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.

Penelitian ini menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn , dimana terdapat
enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar
organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi,
disposisi implementor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara, dokumentasi dan observasi, sedangkan pemilihan informan
menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah
reduksi data, penyajian data dan conclusion drawing/verification. Validasi data
menggunakan triangulasi sumber dan melakukan member check.

Hasil penelitian kinerja belum tercapai dapat dilihat dari teori Van Meter dan
Van Horn (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, mampu dipahami oleh implementor.
(2) Sumber Daya, dalam pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia belum memadai.
(3) Hubungan Antar Organisasi, komunikasi internal, komunikasi eksternal, dan
koordinasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Padang dalam organisasinya maupun
dengan organisasi di luar Bapenda Kota Padang sudah berjalan dengan baik. (4)
Karakteristik Agen Pelaksana, struktur birokrasi Bapenda Kota Padang sudah jelas,
masih ada wajib pajak yang tidak taat terhadap aturan dalam Peraturan Daerah, serta
pola hubungan dalam birokrasi tidak ada masalah. (5) Kondisi Sosial, Ekonomi,
Politik, masyarakat sudah paham akan kebijakan Pajak Air Tanah akan tetapi masih
ada beberapa wajib pajak yang belum taat membayar Pajak Air Tanah. (6) Disposisi
Implementor, implementor mendukung sepenuhnya kebijakan yang telah dibuat
untuk dilaksanakan dengan maksimal.
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